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Abstract 

This research was conducted at the Pekanbaru City Transportation Agency to anticipate and prevent 

violations in driving, especially on Over Dimension Over Loading (ODOL) vehicles. The purpose of this study 

was to determine how Over Dimension Over Loading (ODOL) Vehicle Supervision is carried out in Pekanbaru 

City, as well as to determine the inhibiting factors in the implementation of supervision. The type of research used 

is descriptive qualitative. Qualitative research is a research method by directly describing the phenomena that 

occur in the research object. The data obtained from this study were through interviews, observations and 

documentation. There are 3 indicators used, namely: Establishing Measuring Instruments (Standards), 

Conducting Assessment Actions (Evaluation) and Taking Corrective Actions (Corrective Action). The results of 

the study indicate that the implementation of Over Dimension Over Loading (ODOL) supervision has been 

running, but it cannot be said to be optimal. The inhibiting factors in the implementation of Over Dimension 

Over Loading Vehicle Supervision are the lack of budget provided to carry out supervision activities in the field 

and the lack of driver understanding in driving which causes the implementation of Over Dimension Over 

Loading Vehicle Supervision in Pekanbaru City to be less than optimal. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi 

dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam berkendara, terutama pada kendaraan Over Dimension 

Over Loading (ODOL). Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Pengawasan 

Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kota Pekanbaru, serta untuk mengetahui faktor 

penghambat dari pelaksanaan pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung 

fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Indicator yang diginakan ada 3 yaitu: Menetapkan Alat Ukur 

(Standar), Mengadakan Tindakan Penilaian (Evaluasi) dan Melakukan Tindakan Perbaikan (Corrective 

action). Hasil penelitian diketahui dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Over Dimension 

Over Loading (ODOL) sudah berjalan, namun belum bisa dikatakan optimal. Faktor penghambat dalam 

pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading ialah kurangnya anggaran yang 

diberikan untuk melakukan kegiatan pengawasan dilapangan dan kurangnya pemahaman pengemudi 

dalam berkendara yang meyebabkan kurang maksimal dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan 

Over dimension over loading di Kota Pekanbaru. 
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Pendahuluan 

Alat transportasi adalah sebagai sarana untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, 

dan kelancaran dalam proses pengangkutan yang berperan penting dalam mendukung 

pembangunan dan distribusi barang hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh 

pelosok tanah air. Transportasi merupakan sistem dari lalu lintas dan angkutan jalan yang 

juga merupakan urat nadi bagi kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat. 

Transportasi umumnya dipahami sebagai aktivitas memindahkan atau 

menggerakkan sesuatu baik barang maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan sarana tertentu. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pengiriman 

barang memunculkan layanan angkutan. Secara fundamental, transportasi memiliki peran 

utama yaitu memenuhi kebutuhan mobilitas serta mendorong pembangunan. Tantangan 

dalam sektor transportasi merupakan isu yang dihadapi oleh negara berkembang maupun 

maju. Di Indonesia sendiri, salah satu permasalahan yang mencuat adalah pelanggaran 

terkait Over Dimension Over Loading (ODOL).  

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di sektor industri dan perdagangan di Indonesia 

mendorong pemerintah untuk menerbitkan surat keputusan (SK) Wali Kota Nomor 469 tahun 

2019 tentang jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adanya peraturan Mentri Nomor PM 60 Tahun 2019 

tentang penyelenggaraan angkutan barang kendaraan bermotor dijalan dan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan serta memperkuat 

integrasi nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan sejalan dengan UUD 1945 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tingginya permintaan terhadap 

transportasi barang sering kali menyebabkan muatan yang melebihi kapasitas yang 

diizinkan. Ditambah dengan kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai, hal ini 

mempercepat kerusakan jalan. Salah satu faktor utama kerusakan tersebut adalah maraknya 

pelanggaran muatan berlebih pada kendaraan angkutan barang.  

Over Loading adalah suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang 

melebihi batas beban yang telah ditetapkan. Sedangkan Over Dimension merupakan situasi di 

mana ukuran kendaraan pengangkut telah dimodifikasi sehingga tidak lagi sesuai dengan 

standar pabrik. Praktik ini sering dilakukan dengan tujuan menekan biaya transportasi, 
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mengurangi pengeluaran operasional kendaraan, serta menghemat pengeluaran untuk 

perizinan, retribusi, dan waktu tempuh. Namun sayangnya, penggunaan kendaraan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan ini justru berpotensi menimbulkan kecelakaan dan 

mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang dilaluinya. 

Peraturan terkait kendaraan over dimension over loading, yaitu kendaraan yang 

membawa muatan berlebih atau telah dimodifikasi tidak sesuai dengan standar pabrikan, 

diatur dalam ketentuan yang tercantum pada pasal 277 Undang Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu “bahwa setiap orang yang memasukkan 

kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik 

Indonesia dengan membuat merakit atau memodifikasi kendaraan bermotor yang 

menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus 

yang dioperasikan didalam negri yang tidak memenuhi uji tipe”. Peraturan tersebut dibuat 

dengan tujuan agar pihak atau pengemudi terkait kendaraan yang dioperasikan mematuhi 

aturan yang ada akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak dari pengemudi maupun 

pengusaha yang masih tidak mematuhi peraturan tentang tindakan yang diambil dengan 

tujuan menekan biaya transportasi, efisiensi pengeluaran operasional kendaraan, 

penghematan atas biaya perizinan, angsuran, maupun biaya tambahan lainnya, serta untuk 

mempercepat waktu tempuh perjalanan. Oleh karena itu dengan banyaknya pelanggaran 

yang terjadi dan dilakukan pengemudi kendaraan perlu diadakannya tindakan yang dapat 

mengurangi atau meminimalisir untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan tindakan yang 

perlu dilakukan dengan mengadakan kegiatan pengawasan. 

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan 

jalan di Kota Pekanbaru dinilai belum berjalan secara optimal, sebagaimana terlihat dari 

tingkat pelanggaran kendaraan bertonase berat masih tinggi, seperti masih terdapat 

kurangnya pemahaman pengemudi mengenai jalan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah, sehingga dinas perhubungan perlu untuk meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya membawa angkutan bertonase berat. Masalah lalu lintas dan angkutan jalan 

merupakan hal yang perlu ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Saat ini, 

peningkatan jumlah kendaraan dengan muatan berat berdampak pada terganggunya 

ketertiban lalu lintas di wilayah kota, karena kendaraan tersebut kerap melintasi jalan-jalan 

dalam kota dan menimbulkan ketidak nyamanan bagi pengguna jalan lainnya.  
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Pelanggaran muatan melebihi muatan sumbu terberat (MST) kendaran dengan 

kapasitas jalan atau lintasan jalan umum di kota Pekanbaru berdasarkan observasi penelitian 

hampir setiap hari terjadinya penyalahgunaan jalan, terutama pada waktu sore hari dengan 

lintasan yang tidak sesuai dilewati kendaraan muatan (maksimal 5 tonase), dan lintasan jalan 

tersebut dilalui oleh kendaraan muatan besar (truk roda 10   dan lebih).  

Berdasarkan dari fenomena dan observasi peneliti dilapangan dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan dalam pengawasan kendaraan muatan berat yang melebihi kapasitas 

dan ukuran dimensi di jalan umum di kota Pekanbaru, yaitu Masih adanya ditemukan 

kendaraan bertonase yang melebihi muatan (Over Load) dan melebihi batas ukuran kendaraan 

(Over Dimention) yang melintas dijalan umum pada waktu yang dilarang seperti di simpang 

lampu merah, HR. Soebrantas, Jl. SM. Amin, Jl. Pasir putih maupun dijalan lainnya dan 

Kurangnya kesadaran pengemudi dalam mematuhi peraturan (regulasi) angkutan barang, 

sehingga masih banyak ditemukan pengemudi (supir) yang melanggar aturan yang telah 

ditetapkan, sehingga bisa menggangu pengguna jalan terhadap pengendaraan lain dan 

menyebabkan kemacetan dan kecelakan.  

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana 

mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, apa saja 

hambatan yang dihadapi, serta bagaimana peran stakeholder lain seperti Dishub Provinsi, 

Ditlantas, dan BPTD dalam menciptakan sistem pengawasan Over Dimention Over Loading 

(ODOL) yang tertib. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam memperbaiki sistem pengawasan yang ada saat 

ini. 

Dengan demikian, latar belakang ini memberikan pemahaman mendalam bahwa 

pengawasan Over Dimention Over Loading (ODOL) merupakan bagian penting dari 

manajemen transportasi perkotaan dan pelayanan publik. Ketidakefisienan dalam 

pengawasan tidak hanya berdampak pada PAD, tetapi juga mengganggu ketertiban lalu 

lintas, menciptakan ketidaknyamanan pengguna jalan, dan menurunkan citra pelayanan 

pemerintah di mata masyarakat. 

 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi Publik 
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Administrasi berasal dari bahasa latin administrate yaitu ad yang berarti pada dan 

ministrate yang berarti melayani, bila ditinjau dari asal kata tersebut berarti memberikan 

pelayanan kepada. Adminitrasi berasal juga dari bahasa Inggris yaitu administration yakni to 

administer yang berarti to manage atau mengelola dan to direct atau menggerakkan, bila ditinjau 

dari asal kata tersebut berarti mengelola atau menggerakkan (Indradi, 2006:1). Kata public 

sendiri menurut pasong (2008;6) adalah, “public pada dasarnya berasal dari Bahasa inggris 

“public” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak, dan rakyat”. 

Menurut silalahi (2012;11) administrasi merupakan aktivitas kolaboratif yang 

dilakukan oleh sekelompok individu dengan pembagian tugas yang terstruktur, 

menggunakan berbagai sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan bersama secara 

efektif dan efisien. 

Menurut Willman H. Newman dalam bukunya Administration Action, administrasi 

merupakan proses mengarahkan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas kelompok orang 

untuk mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan bersama (dalam Nawawi, 2013;79). 

 

Konsep Organisasi 

Menurut Siagian (2015;139) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk 

persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam 

rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat 

seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang 

disebut bawahan. 

Menurut James D. Mooney organisasi dapat dipahami sebagai suatu wadah atau 

bentuk kerja sama yang terjalin dalam setiap kelompok manusia untuk mencapai tujuan 

bersama yang telah disepakati. (dalam Nawawi, 2013;75). 

Sementara itu, Herbert A. Simon, organisasi merupakan suatu tatanan kompleks yang 

terdiri dari pola komunikasi dan interaksi lainnya yang terbentuk di antara sekelompok 

individu dalam suatu kelompok.(dalam Nawawi, 2013;75). 

 

Konsep Manajemen 

Ralph C Davis mendefinisikan bahwa manajemen adalah fungsi dari pada setiap 

pimpinan eksekutif Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan 
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(Planning). pengorganisasian (organizing), penggerakkan (actuating), dan pengawasan 

(controlling). Pada fungsi perencanaan tercakup fungsi pengambilan keputusan (decision 

making) dan fungsi penggerakkan (budgeting). Dalam fungsi pengorganisasian meliputi fungsi 

penunjukkan staff (staffing), fungsi pelatihan (training), dan fungsi pengkoordinasian 

(coordinating). Sementara fungsi penggerakkan meliputi fungsi pemberian motivasi 

(motivating), fungsi pengarahan (directing), dan fungsi memimpin (leading). Sedangkan fungsi 

pengawasan terdiri dari fungsi pelaporan (reporting), fungsi penilaian (evaluating), fungsi 

penyempurnaan (correcting), dan fungsi pengendalian (reaning). (dalam Hamin,2015,15). 

Definisi lainnya dari manajemen adalah seperti yang diuraikan oleh G.R. Terry. 

Menurutnya manajemen adalah: “management is distinct process consisting of planing, organizing, 

actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human 

being and other resources (manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan sertamencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia dan lainnya)”.  

 

Konsep Pengawasan 

Menurut M Manullang pengawasan (2005: 183) adalah suatu proses yang bertujuan 

untuk menetapkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi jika 

perlu, dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana semula. 

Menurut George R. Terry, pengawasan merupakan proses yang meliputi penetapan 

standar yang ingin dicapai, pemantauan terhadap pelaksanaan, evaluasi hasil pelaksanaan, 

di perlukan tindakan korektif agar pelaksanaan tetap sesuai dengan rencana dan sejalan 

dengan standar atau tolok ukur yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Robert J. Mockler, pengawasan adalah upaya sistematis untuk: 

Menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, Merancang sistem informasi 

umpan balik, Membandingkan kegiatan nyata dengan standar, Menentukan dan mengukur 

deviasi-deviasai, Mengambil tindakan koreksi. 

 

Konsep Kebijakan Publik 
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Menurut Thomas R. Dye (1992), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah 

untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Menurut Thomas, jika pemerintah 

melakukan sesuatu pasti ada tujuannya dan begitu pula ketika pemerintah memilih untuk 

tidak mengambil suatu tindakan, keputusan tersebut tetap memiliki maksud tertentu. Sebab, 

kebijakan publik merupakan bentuk tindakan pemerintah yang ditujukan demi kepentingan 

masyarakat. 

Menurut Charles L. Cochran & Eloise F. Malone (1995) Kebijakan publik terdiri dari 

berbagai keputusan politik untuk melaksanakan program-program demi tercapainya tujuan-

tujuan masyarakat. Kebijakan public berisi sebuah rencana Tindakan atau program dan 

berupa pernyataan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain, sebuah peta dan 

sebuah tujuan. 

 

Trasportasi  

Menurut Nasution (1996:32), transportasi diartikan sebagai proses pemindahan barang 

secara fisik dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Dalam konteks ini, terdapat tiga aspek yang saling 

berkaitan, yaitu: 1. Terdapat barang atau beban yang harus dibawa. 2. Tersedia sarana 

transportasi untuk mengangkut muatan tersebut. 3. Tersedia infrastruktur jalan yang bisa 

dilewati oleh kendaraan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di 

Jalan Pasal 2 ayat (2) mobil barang Termasuk di dalamnya adalah kendaraan seperti mobil 

bak terbuka, mobil dengan bak tertutup, mobil tangki, serta kendaraan penarik. 

 

Over Dimention Over Loading (ODOL) 

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 1998, istilah (odol) mengacu 

pada Over Dimension Over Loading, yang berarti kendaraan (terutama truk) yang dimensinya 

(ukuran) dan/atau muatannya melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan. Ini mencakup 

truk yang memiliki ukuran fisik di luar standar yang diizinkan dan juga truk yang 

mengangkut muatan melebihi kapasitas yang seharusnya.  

Pada pasal 277 UU No. 22 tahun 2009, ditetapkan bahwa setiap individu yang 

menggunakan kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan ke dalam 
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wilayah Kota Pekanbaru, serta yang membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan 

bermotor hingga mengubah tipe aslinya termasuk kereta gandengan, kereta tempelan, dan 

kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam kota namun tidak memenuhi kewajiban uji 

tipe sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara 

paling lama satu tahun atau denda maksimal sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta 

rupiah). 

 

Metode 

Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka 

langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang berada dalam lingkungan penelitian 

tersebut menggunakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki. Tujuan penelitian ini 

untuk menjawab dan menganalisis Pengawasan Over Dimention Over Loading (ODOL) Oleh 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive 

sampling merupakan salah satu teknik sampling dengan pendekatan non probality Sampling, 

dimana Informan yang digunakan merupakan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan peneliti, teknik ini digunakan ketika peneliti ingin memilih sampel yang dianggap 

paling relevan dan representatif untuk tujuan penelitian. 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil dan analisis data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Ada 

beberapa indikator dan sub indikator yang penulis paparkan untuk mengetahui pembahasan 

dalam penelitian yang berjudul Pengawasan Over Dimention Over Loading (ODOL) Oleh 

Dinas Perhubungan Di Kota Pekanbaru. Indikator yang penulis gunakan dalam mencari dan 

menjawab hasil penelitian ini yaitu berdasarkan 3 indikator menurut M Manullang (2005:183) 

yaitu. Menetapkan Alat ukur (Standar), Mengadakan Tindakan Penilaian (evaluasi) dan 

Melakukan Tindakan Perbaikan (corrective action) Berikut hasil penelitian tentang 

Pengawasan Over Dimention Over Loading (ODOL) Oleh Dinas Perhubungan Di Kota 

Pekanbaru Di Kota Pekanbaru: 
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1. Menetapkan Alat ukur (Standar) 

a. Standar Operasional Penggunaan Alat 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka 

disimpulkan bahwa pengawasan ODOL sudah berlandaskan regulasi kuat dan 

penindakan tegas, masih banyak truk yang melebihi muatan dan dimensi yang terjaring 

razia. Banyak kendaraan diberhentikan dan ditilang karena melanggar aturan. Kendala 

utama pengawasan adalah keterbatasan alat timbang manual dan portabel, sehingga 

pengawasan belum optimal dan tidak menjangkau semua titik rawan pelanggaran. 

Untuk itu, perlu perbaikan fasilitas, agar pengawasan lebih efektif dan infrastruktur 

jalan tetap aman dan terjaga. 

b. Menetapkan Batas Dimensi kendaraan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai sub indikator maka 

disimpulkan bahwa dari wawancara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan instansi 

yang terkait mereka rutin mengawasi dimensi kendaraan angkutan barang dengan alat 

ukur standar yang dikalibrasi dilapangan. Namun, kendala seperti alat ukur yang 

kurang memadai dan gangguan teknis memperlambat proses pengukuran. Dari 

observasi dilapangan masih banyak pengemudi membawa kendaraan melebihi batas 

dimensi karena tekanan perusahaan dan kebutuhan operasional. Begitupun hasil 

wawancara dari salah satu informan menjelaskan mereka sudah melakukan Sosialisasi 

terhadap pengemudi tentang peraturan batas dimensi, tapi kesadaran pengemudi 

terhadap mematuhi aturan perlu terus ditingkatkan demi menjaga keselamatan dan 

kelestarian jalan. 

c. Menetapkan Berat muatan kendaraan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai sub indikator maka 

ini tentang pengawasan berat muatan di Kota Pekanbaru sudah didasarkan pada 

regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang terstruktur dengan penindakan tegas. 

Namun, hambatan teknis dan sosial ekonomi masih mengganggu efektivitas penerapan 

aturan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas alat timbang, 

memperluasan pos timbang, penegakan hukum yang adil dan konsisten melibatkan 

semua pihak, serta edukasi dan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan pengemudi dan pemilik kendaraan. 
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d. Mewujudkan ketertiban 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka 

disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersama instansi terkait 

secara rutin melakukan pengawasan dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam 

berkendara., Dinas perhubungan selalu menggelar razia gabungan untuk menindak 

kendaraan yang melebihi batas muatan sesuai peraturan yang berlaku. Penetapan batas 

berat muatan berlandaskan regulasi daerah yang ketat demi menjaga keselamatan lalu 

lintas dan kelestarian infrastruktur jalan. Dari hasil observasi dilapangan meskipun 

pengawasan sudah berjalan, tetapi masih ditemukan kendala seperti keterbatasan alat 

timbang, fasilitas yang belum merata, dan tekanan ekonomi yang memaksa beberapa 

pengemudi membawa muatan berlebih. Upaya perbaikan berupa peningkatan fasilitas, 

koordinasi, serta edukasi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan terus dilakukan 

untuk menekan pelanggaran dan mendukung keselamatan jalan. Secara keseluruhan, 

penetapan dan pengawasan berat muatan di Pekanbaru menunjukkan progres positif, 

namun perlu peningkatan sarana dan pendekatan yang lebih menyeluruh agar 

pengawasan lebih efektif. 

e. Menjaga keamanan dan kenyamanan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka 

Pengawasan kendaraan ODOL di Pekanbaru sudah dilakukan secara rutin untuk 

menjaga keamanan dan kenyamanan saat berkendara dengan alat ukur terkalibrasi dan 

pos pengawasan strategis untuk mencegah kerusakan jalan dan kecelakaan, sehingga 

menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman. Namun, keterbatasan alat timbang 

yang kurang akurat, prosedur penindakan yang lama, serta beban sanksi yang lebih 

berat pada sopir menjadi kendala. Selain itu, minimnya pos pengawasan yang tersebar 

merata, dengan pos utama di Jalan Garuda Sakti yang masih dalam perbaikan, 

menghambat pengawasan menyeluruh. Kurangnya pos pengawasan di pintu masuk 

kota membuka peluang pelanggaran ODOL yang tidak terdeteksi, berisiko merusak 

jalan dan mengancam keselamatan. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana, 

seperti penambahan alat timbang portabel dan pembangunan pos pengawasan di setiap 

pintu masuk, sangat diperlukan agar pengawasan optimal, sehingga keamanan dan 

kenyamanan pengguna jalan dapat terjaga dengan baik. 
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2. Mengadakan Tindakan Penilaian (evaluasi) 

a. Penilaian atau perbandingan kinerja. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai sub indikator maka 

Penilaian ini menggunakan indikator utama seperti tingkat kepatuhan pengemudi 

terhadap batas muatan dan dimensi, frekuensi pelanggaran yang terdeteksi, serta 

penindakan oleh aparat gabungan. Data hasil pengawasan secara berkala dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan untuk mengukur sejauh mana pencapaian 

pengawasan sesuai rencana. Hasil observasi dilapangan menunjukkan adanya 

peningkatan kesadaran dan kepatuhan pengemudi terhadap aturan ODOL, meskipun 

pelanggaran masih ditemukan. Perbandingan kinerja pengawasan dengan target 

membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, seperti peningkatan frekuensi 

razia dan penindakan yang lebih konsisten.  

b. Laporan mengenai perkembangan pengawasan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka 

pengawasan ODOL di Pekanbaru sudah menunjukkan kemajuan lewat operasi 

gabungan dan pos pengawasan terpadu, namun pelanggaran masih tinggi karena 

keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran pengemudi. Dari observasi dilapangan 

menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan fasilitas, 

koordinasi yang kuat agar keamanan dan  kenyamanan terjaga. 

3. Menetapkan Tindakan Perbaikan (corrective action). 

a. Perbandingan Penilaian Hasil Pengawasan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka 

Pengawasan ODOL di Pekanbaru dilakukan dengan membandingkan kondisi 

kendaraan dan muatan di lapangan terhadap standar yang berlaku Jika ditemukan 

penyimpangan, langsung diambil tindakan korektif mulai dari sosialisasi hingga 

penindakan tegas. dari hasil observasi masih banyak ditemukan pelanggaran odol, 

Meskipun telah terjadi kemajuan melalui penindakan dan edukasi, keterbatasan 

fasilitas serta tekanan ekonomi masih menjadi kendala utama yang menghambat 

pengawasan dan penurunan pelanggaran ODOL secara signifikan. 

b. Penilaian penyimpangan pengawasan 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan mengenai indikator maka 

Pengawasan ODOL di Kota Pekanbaru sudah dilakukan secara rutin, langsung di 

lapangan, dan melibatkan koordinasi erat antarinstansi terkait. Meskipun demikian, 

masih ditemukan penyimpangan berupa kendaraan yang melebihi batas muatan dan 

dimensi. Penyimpangan ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas seperti jembatan 

timbang yang belum merata, koordinasi yang perlu terus ditingkatkan, serta tekanan 

sosial ekonomi yang memaksa pengemudi melanggar aturan. Penindakan tegas dan 

razia gabungan yang sering dilakukan menunjukkan komitmen serius dalam menekan 

pelanggaran. Namun, konsistensi penindakan dan peningkatan fasilitas serta edukasi 

masih diperlukan agar penyimpangan pengawasan dapat diminimalisir secara efektif 

demi keselamatan dan kelestarian infrastruktur jalan 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Pengawasan Over Dimention 

Over Loading (ODOL) Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa 

belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan terdapat sub indikator dari 3 indikator yang 

ada dalam proses Pengawasan yang belum terlaksana dengan baik. dimana indikator 

menetapkan alat ukur/standar fasilitas sarana prasarana seperti alat timbang yang masih 

kurang sehingga dapat menghambat dalam Pengawasan Over Dimention Over Loading 

tersebut, pada indikator Mengadakan Tindakan penilaian/ evaluasi masih rendahnya 

pemahaman dan kesadaran pengemudi mengenai aturan Over Dimention Over Loading, 

sehingga masih banyak pengemudi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan 

indikator selanjutnya melakukan Tindakan perbaikan kurangnya anggaran dalam 

Pengawasan Over Dimention Over Loading ODOL pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 

Sehingga hal ini tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan pengawasan Over Dimention 

Over Loading (ODOL) dengan optimal. 
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